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Wali Kota Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR  69  TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR                  
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah 
Daerah Kota Bogor telah diatur dalam 
Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah Kota Bogor; 

b. bahwa berkenaan dengan evaluasi terhadap 
pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah 
Daerah Kota Bogor khususnya terhadap 
kebijakan akuntansi aset tetap, dan neraca 
aset yang masih dinyatakan dalam bentuk 
rupiah penuh sampai satuan rupiah terkecil 
dan mencantumkan angka di belakang koma, 
maka Peraturan Wali Kota sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu diubah                  
dan disesuaikan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a                   
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan 

Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kota Bogor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,                             
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,         
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan                      
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua           
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,      
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana               
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23         
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6279); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108                  
Tahun 2016 tentang Penggolongan                       
dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E); 



5 

 

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7          
Tahun 2016 tentang Pembentukan                         
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor          
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan  
atas Peraturan Daerah Kota Bogor         
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan                   
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 
Nomor 1 Seri D); 

20. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36        
Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah 
Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 31 Seri E); 

 
MEMUTUSKAN: 

  
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG     

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA 
BOGOR NOMOR 36 TAHUN 2020       
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR. 
 
 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah        
Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 31             
Seri E) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan penyajian nilai-nilai pos pelaporan keuangan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran BAGIAN I 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN huruf B 
KERANGKA DASAR angka 5 Mata Uang Pelaporan paragraf 

ketiga dihapus, sehinggga angka 5 Mata Uang Pelaporan 
berbunyi sebagai berikut: 
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5. Mata Uang Pelaporan   

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. 
Penyajian neraca, aset, dan/atau kewajiban dalam mata 
uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam 

mata uang rupiah dengan kurs menggunakan kurs 
tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana 
dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi 
dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, 
maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat 
dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar 
rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang 
asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam 
mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi 

dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing 
lainnya, maka: 

a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing 
lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs 
transaksi; 

b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut 
dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah 
Bank Sentral pada tanggal transaksi. 

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan            
yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing 
dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin 

Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait 
yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang 
asing. 

 
2. Ketentuan Lampiran BAGIAN II KEBIJAKAN AKUNTANSI 

AKUN huruf I KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP 
diubah, sehingga huruf I KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 
TETAP berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 
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Pasal  II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Bogor. 

  
 
 
 

Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal 27 Agustus 2020    

WALI KOTA  BOGOR, 
         Ttd. 
   BIMA  ARYA 

 
Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 27 Agustus 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 
                         Ttd. 
           ADE  SARIP  HIDAYAT   
 
BERITA DAERAH KOTA BOGOR  

TAHUN  2020  NOMOR  55  SERI  E   
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 
Ttd. 

 
ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) 

      NIP. 19800507 200312 1 003 
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LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR : 69 TAHUN 2020 
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020 
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA 

BOGOR NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH KOTA BOGOR. 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP 

 
I.  KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP 

 
1. Definisi 

a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan   
untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 
digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah      
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; 

b. Biaya Perolehan, adalah jumlah kas atau setara 
kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain 
yang diberikan untuk memperoleh suatu aset      
pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan 
aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap 
untuk dipergunakan; 

c. Masa Manfaat, adalah: 

- Periode suatu aset diharapkan digunakan 
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau 
pelayanan publik; atau 

- Jumlah produksi atau unit serupa yang 
diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas 
pemerintahan dan/atau pemerintahan publik; 

d. Nilai Wajar, adalah nilai tukar aset                     
atau penyelesaian kewajiban antar pihak           
yang memahami atau berkeinginan untuk 
melakukan transaksi wajar; 
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e. Nilai buku, adalah diperoleh dari pengurangan nilai 
perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan; 

f. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah 
pengeluaran pengadaan baru dan penambahan 

nilai asset tetap dari hasil pengembangan, 
reklasifikasi, renovasi, perbaikan dan restorasi; 

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah  
merupakan aset tetap yang masih dalam proses 
konstruksi pembangunan/pengerjaan dan belum 
siap digunakan pada tanggal pelaporan;  

h. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis                
atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan 

(depreciable assets) selama masa manfaat aset  
yang bersangkutan. 
 

2. Klasifikasi 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan  
dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi 
entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: 

a. Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap 
adalah tanah yang diperoleh dengan maksud  
untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

b. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin                
dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris 
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya 
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari                  
12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

c. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung 
dan bangunan yang diperoleh dengan maksud 
untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
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d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, 
dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah 
daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai               

oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap 
dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut         
selain digunakan dalam kegiatan pemerintah,             
juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum 
diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai 
aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi,                
dan jaringan dimaksud. 

Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset 
infrastruktur yang mempunyai karakteristik 
sebagai berikut: 

1) merupakan bagian dari satu sistem                      
atau jaringan; 

2) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain 
penggunaannya; 

3) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan 

4) terdapat batasan-batasan untuk 
pelepasannya. 

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, 

terowongan, sistem drainase, sistem pengairan         
dan sistem pembuangan limbah, bendungan,              
dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak 
termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir 
atau aset lain yang terkait dengan gedung             
dan bangunan atau akses ke gedung                        
dan bangunan. 

Aset yang termasuk dalam kategori jalan, irigasi, 
dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, 
bangunan air, instalasi, dan jaringan. 
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e. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak 
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset  
tetap  di  atas,  yang diperoleh dan dimanfaatkan 

untuk kegiatan operasional pemerintah daerah     
dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk 
dalam kategori aset tetap lainnya antara lain 
koleksi buku perpustakaan (buku dan non buku), 
barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, 
ikan, dan tanaman. 

Selain itu, termasuk dalam aset tetap lainnya 
adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi  
atas aset tetap yang bukan milik entitas, sepanjang 

memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset tetap. 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam  pengerjaan mencakup aset 
tetap yang sedang dalam proses pembangunan 
namun pada tanggal laporan keuangan belum 
selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan 
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset 
tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau 
pembangunannya belum selesai dan membutuhkan 
suatu periode waktu tertentu setelah tanggal 
pelaporan keuangan. 

3. Pengakuan 

Aset tetap  diakui  pada  saat  manfaat  ekonomi  masa  
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur  
dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal             
bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak 
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya 
berpindah. 
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Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan 
bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu 
proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian 
tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli 

(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi 
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui       
pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset 
tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi 
pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah              
atas nama pemilik sebelumnya. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi 
kriteria sebagai berikut: 

a. berwujud; 

b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 
bulan; 

c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi 
normal entitas; 

e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 
digunakan; 

f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan 
biaya/ongkos untuk dipelihara; 

g. nilai rupiah pembelian barang material                  
atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut 

memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap 
yang telah ditetapkan. 

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan 
operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi 
aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 
dengan nilai tercatatnya. 

Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui           
pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak 
kepemilikannya berpindah.  
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Aset tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui 
pada saat terdapat keuptusan instansi yang berwenang 
yang memiliki kekuatan hukum tetap. 

Pengakuan aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, 

antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan, 
serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan             
masing-masing transaksi dimaksud adalah: 

a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset 
tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi 
siap pakai; 

b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan 
nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan 
masa manfaat, peningkatan efisiensi,       
peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja         
dan/atau penurunan biaya pengoperasian; 

c. pengurangan adalah suatu transaksi penurunan 
nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya 
volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan 
penyusutan; dan 

d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu           
transaksi penghentian dari penggunaan aktif                
atau penghentian permanen suatu aset tetap. 

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya 
bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan 
dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat 

tanah. Dalam hal terdapat tanah belum disertifikatkan 
atas nama pemerintah daerah dan/atau dikuasai              
atau digunakan oleh pihak lain, maka: 

a. dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan            
yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan 
oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap 
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap 
tanah pada neraca pemerintah daerah,                       
serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK; 
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b. dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, 
namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak 
lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat              
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca 

pemerintah daerah, serta diungkapkan secara 
memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut 
digunakan dan dikuasai pihak lain; 

c. dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas 
pemerintah daerah, namun dikuasai            
dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah          
yang lain, maka tanah tersebut dicatat                        
dan disajikan pada neraca entitas pemerintah      
yang mempunyai bukti kepemilikan,                         

serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. 
Entitas pemerintah yang menguasai                 
dan/atau menggunakan tanah cukup 
mengungkapkan tanah tersebut secara memadai 
dalam CaLK; 

d. perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau 
proses pengadilan: 

1) dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah 
yang sah, tanah tersebut dikuasai          
dan/atau digunakan oleh pemerintah,                 
maka tanah tersebut tetap harus dicatat         
dan disajikan sebagai aset tetap tanah             
pada neraca pemerintah daerah,                        

serta diungkapkan secara memadai                   
dalam CaLK; 

2) dalam hal pemerintah belum mempunyai 
bukti kepemilikan tanh yang sah, tenah 
tersebut dikuasai dan/atau digunakan                 
oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat 
dan disajikan sebagai aset tetap tanah             
pada neraca pemerintah daerah                         
serta diungkapkan secara memadai                   
dalam CaLK; 
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3) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, 
namun tanah tersebut dikuasai                  
dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, 
maka tanah tersebut tetap harus dicatat             

dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca 
pemerintah daerah dan diungkapkan            
secara memadai dalam CaLK; 

4) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, 
namun tanah tersebut dikuasai                   
dan/atau digunakan oleh pihak lain,                  
maka tanah tersebut tetap harus dicatat       
dan disajikan sebagai aset tetap tanah               
pada neraca pemerintah daerah,                     

namun adanya sertifikat ganda harus 
diungkapkan secara memadai dalam CaLK. 

Aset tetap harus diakui sebagai KDP jika aset                        
tetap dimaksud masih dalam proses 
pembangunan/pengerjaan. 

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur 
secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai 
bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi                   
yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut              
tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap 
pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan 
suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan                      
atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan 

hak/klaim penguasaan atau kepemilikan                      
bagi pemerintah daerah atas perolehan suatu aset tetap 
di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan 
pekerjaan. 

KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan 
setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi 
dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai tujuan 
perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap 
digunakan setelah adanya BAST pekerjaan dari pihak 
penyedia barang/jasa kepada satuan kerja.  
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Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan 
pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana. 
Kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. 
Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara 

dan penghentian permanen. Apabila KDP dihentikan 
pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP 
tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca                  
dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam 
CaLK. Namun apabila pembangunan KDP diniatkan 
untuk dihentikan pembangunannya secara permanen 
karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomik  
di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan maka KDP tersebut harus 
dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan 

secara memadai dalam CaLK. 

4. Pengukuran 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.                 
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya 
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset                          
tetap yang bersumber dari donasi/hibah                               
atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai 
perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak 
ada nilai perolehan atau tidak dapat diindetifikasi bukan 
merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi). 

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, 
contohnya beli tiga dapat satu atau beli 1 (satu) unit 
mobil dapat 1 (satu) unit handphone. Atas aset hasil           
dari bonus tersebut biaya perolehannya adalah nilai 
wajar saat tanggal perolehan. 

Terkait dengan pengukuran aset tetap,                               
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Komponen biaya perolehan 

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: 
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1) harga pembelian atau biaya konstruksinya, 
termasuk bea impor dan pajak pembelian, 
setelah dikurangi dengan diskon/rabat; 

2) seluruh biaya lainnya yang secara langsung 

dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset 
sehingga dapat membawa aset tersebut                 
ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja 
untuk penggunaan yang dimaksudkan. 

Demikian pula pengeluaran untuk belanja 
perjalanan dan jasa yang terkait  dengan perolehan 
aset tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya 
konsultan perencana, konsultan pengawas,                  
dan pengembangan perangkat lunak (software),  
dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. 
Namun demikian harus diperhatikan nilai 
kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain               
di luar harga beli aset tetap tersebut. 

Contoh biaya yang secara langsung dapat 
dihubungkan/diatribusikan dengan aset antara 
lain: 

1) biaya persiapan tempat; 

2) biaya pengiriman awal (initial delivery),                
dan biaya simpan dan bongkar muat (handling 
cost); 

3) biaya pemasangan (instalation cost); 

4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; 

5) biaya konstruksi; dan 

6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah 
aset  telah berfungsi dengan benar (testing 
cost.  
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Ketika suatu pembelian aset dilakukan                     
secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi 
jangka waktu normal, biaya perolehan                    
yang diakui adalah setara dengan harga kas yang 
tertera pada dokumen perjanjian/kontrak. 
Perbedaan/selisih antar nilai rupiah harga 
perolehan dengan total pembayaran                            
yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga 
selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut 
dapat dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap   
yang diperoleh secara gabungan ditentukan  
dengan mangalokasikan harga gabungan              
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar 
masing-masing aset yang bersangkutan. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun               
dengan cara swakelola meliputi: 

1) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan 
baku; 

2) biaya tidak langsung termasuk biaya 
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, 
tenaga listrik, sewa peralatan; dan 

3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan 
dengan pembangunan/perolehan aset tetap 
tersebut. 

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan 
kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum 
kapitalisasi (capitalization threshold) aset tetap.  
Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai 
satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap 
tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai 
aset tetap dan pengeluaran atas pengadaan aset 
tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO              
dan belanja pada LRA. Namun demikian, terhadap 
aset tetap tersebut pencatatan dan pengelolaannya 
harus dilakukan dengan baik dan tertib yaitu 
dicatat ke dalam Daftar Aset Tetap Ekstra Komtabel 
dan diungkapkan dalam CaLK. 
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Khusus aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi,               
dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum 
kapitalisasi sehingga berapapun nilainya akan 
dikapitalisasi. 

 

Peralatan dan Mesin 

Uraian 
Kebijakan Kapitalisasi 

Aset Tetap 
Batasan Nilai 
Kapitalisasi 

1. Alat-alat Berat 
     
   

Merupakan belanja 
modal dan masuk 
dalam aset tetap 

Tidak ada batasan 
 

2. Alat-alat 
Angkutan Darat 
Bermotor 

Merupakan belanja 
modal dan masuk 
dalam aset tetap 

 

  Tidak ada 
batasan 

 

3. Alat-alat 
Angkutan Darat 
Tidak Bermotor  

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

Tidak ada batasan 
 

4. Alat-alat 
Angkutan di Air 
Bermotor 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

Tidak ada batasan 
 

5. Alat-alat 
Angkutan di Air 
Tidak Bermotor 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥Rp5 juta 

6. Alat-alat 
Angkutan Udara 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

Tidak ada batasan 
 

7. Alat-alat 
Angkutan Udara 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥Rp1 juta  

8. Alat-alat 
Pengolahan 
Pertanian dan 
Peternakan 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥Rp500 ribu 

9. Peralatan Kantor Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥Rp500 ribu (tidak 
termasuk flash 
disk/seluruh 

pembelian flash 
disk masuk 

belanja barang 
dan jasa  
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10. Perlengkapan 
Kantor 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp500 ribu 

11. Komputer dan 
Perlengkapan 
Komputer 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp500 ribu 

12. Meubelair Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp200 ribu 
≥Rp100 ribu 

(untuk meubelair 
yang dibeli oleh 

sekolah 

13. Peralatan Dapur Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap (kecuali piring, 
gelas,sendok,mangkuk, 
cangkir, garpu pisau 
toples dan teko) 

≥Rp300 ribu 

14. Penghias Ruangan 
Rumah Tangga 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp1 juta 

15. Alat-alat Studio Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp300 ribu 

16. Alat-alat 
Komunikasi 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp500 ribu 

17. Alat-alat ukur Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp500 ribu 

18. Alat-alat 
Kodokteran 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp500 ribu 

19. Alat-alat 
Laboratorium 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp1 juta 

20. Alat-alat 
Persenjataan/Kea
manan 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp500 ribu 

21. Pengadaan 
Rambu Jalan 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp10 juta 

22. Konstruksi Dalam 
Pengerjaan 

 Tidak ada batasan 
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Gedung dan Bangunan 

Uraian 
Kebijakan Kapitalisasi 

Aset Tetap 
Batasan Nilai 
Kapitalisasi 

a. Rehabilitasi 1. merupakan belanja 
modal dan masuk 
dalam aset tetap 

2. merupakan belanja 
barang dan jasa 
(apabila bukan 
merupakan Aset 
Pemda) 

>Rp100 juta per 
unit 

>Rp100 juta per 
unit 

b. Renovasi/ 
Revitalisasi 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

Tidak ada batasan 

c. Pembangunan Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

Tidak ada batasan 
Seluruh belanja 

dikapitalisasi 
 

Jalan Lingkungan 

Uraian 
Kebijakan Kapitalisasi 

Aset Tetap 
Batasan Nilai 
Kapitalisasi 

a. Rehabilitasi 1. merupakan belanja 
modal dan masuk 
dalam aset tetap 

2. merupakan belanja 
barang dan jasa  

>Rp100 juta per 
unit 

≤Rp100 juta per 
unit 

b. Renovasi/ 
Revitalisasi 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

Tidak ada batasan 

c. Pembangunan Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

Tidak ada batasan 
Seluruh belanja 

dikapitalisasi 
 

Jalan Kota 

Uraian 
Kebijakan Kapitalisasi 

Aset Tetap 
Batasan Nilai 
Kapitalisasi 

a. Peningkatan/  
Perkerasan 

merupakan belanja 
modal dan masuk 
dalam aset tetap 

Tidak ada batasan 
Seluruh belanja 

dikapitalisasi 

b. Pembangunan merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

Tidak ada batasan 
Seluruh belanja 

dikapitalisasi 
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Pengairan : Bangunan Irigasi dan Drainase 

Uraian 
Kebijakan Kapitalisasi 

Aset Tetap 
Batasan Nilai 
Kapitalisasi 

a. Pemeliharaan Rutin Merupakan belanja 
barang dan jasa 

 
- 

b. Perbaikan/  
Rehabilitasi 

Merupakan belanja 
modal dan masuk 
dalam aset tetap 

 

Tidak ada batasan 
Seluruh belanja 

dikapitalisasi 

c. Pembangunan Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

Tidak ada batasan 
Seluruh belanja 

dikapitalisasi 

 
Aset Tetap Lainnya 

Uraian 
Kebijakan Kapitalisasi 

Aset Tetap 
Batasan Nilai 
Kapitalisasi 

1. Buku dan 
Perpustakaan 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp50 ribu 

2. Barang Bercorak 
Kesenian dan 
Kebudayaan 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp500 ribu 

3. Alat-alat Olah 
Raga 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

≥ Rp300 ribu 

4. Hewan Ternak 
dan Tanaman 

Merupakan belanja 
modal dan masuk aset 
tetap 

3,4 juta 

 

Konstruksi Dalam Pengerjaan  

Tidak ada batasan nilai, seluruh belanja 
dikapitalisasi. 
 
Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan 
sebagai asset tetap harus memenuhi kriteria 
memperpanjang masa manfaat atau memberi 
manfaat ekonomik di masa yang akan dating dalam 
bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan 
standar kinerja. 
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b. Pengeluaran Setelah Harga Perolehan 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset 
tetap yang memperpanjang masa manfaat                
atau yang kemungkinan besar memberi manfaat 

ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 
kapasitas, peningkatan mutu produksi,             
atau peningkatan standar kerja,                         
harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap 
yang bersangkutan (carrying amount). Pengeluaran 
lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain 
pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) 
diakui sebagai beban pengeluaran (expense)         
pada periode beban pengeluaran tersebut terjadi. 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset 
tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset           
jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) pengeluaran tersebut berakibat bertambahnya 
masa manfaat, kapasitas, kualitas,                     
dan volume aset yang telah dimiliki; dan 

2) pengeluaran tersebut memenuhi batasan 
minimal nilai kapitalisasi aset tetap. 

Terkait dengan kriteria pertama di atas,  
pengertian-pengertian tersebut adalah: 

1) penambahan masa manfaat adalah 
bertambahnya umut ekonomis                           

yang diharapkan dari aset tetap yang sudah 
ada. Misalnya, sebuah gedung semula 
diperkirakan mempunyai umur ekonomis                
10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ketujuh 
dilakukan renovasi dngan harapan gedung 
tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) 
tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut 
maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) 
tahun menjadi 15 (lima belas) tahun; dan 
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2) peningkatan kapasitas adalah bertambahnya 
kapasitas atau kemampuan aset tetap yang 
sudah ada. Misalnya sebuah generator listrik 
yang mempunyai output 200 kW (dua ratus 

kilowatt) dilakukan renovasi sehingga 
kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW (tiga 
ratus kilowatt); 

3) peningkatan kualitas aset adalah 
bertambahnya kualitas dari aset tetap       
yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih 
berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan 
aspal; 

4) bertambahnya volume aset adalah 
bertambahnya jumlah atau satuan ukuran 
yang sudah ada. misalnya, penambahan luas 
bangunan suatu gedung dari 400 m2 (empat 
ratus meter persegi) menjadi 500 m2 (lima 
ratus meter persegi). 

Ilustrasi mengenai ketentuan penambahan masa 
manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap 
aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan 
pada tabel berikut:  

 

URAIAN JENIS 

Persentase 
Renovasi/Restorasi/ 
Overhaul dari Nilai 
Perolehan (Diluar 

Penyusutan) 

Penambahan 
Masa Manfaat 

(Tahun) 

Alat Besar    

Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 2 

  >45% s.d 65% 4 

Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 2 

  >45% s.d 65% 4 
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Alat Angkutan    

Alat Angkutan 
Darat  Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

 >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

Alat Angkutan 
Darat Tak 
Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 0 

 >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

Alat Angkutan 
Apung Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

 >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 6 

Alat Angkutan 
Apung Tak 
Bermotor 

Renovasi >0% s.d. 25% 1 

 >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

Alat Angkutan 
Bermotor 
Udara 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

 >25% s.d 50% 6 

  >50% s.d 75% 9 

  >75% s.d.100% 12 

Alat Bengkel dan 
Alat Ukur 

   

Alat Bengkel 
Bermesin 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

Alat Bengkel Tak 
ber Mesin 

Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Pertanian    
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Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1 

  >21% s.d 40% 2 

  >51% s.d 75% 5 

Alat Kantor dan 
Rumah Tangga 

 >0% s.d. 25% 0 

Alat Kantor  Overhaul >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Studio, 
Komunikasi dan 
Pemancar 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

Alat Studio  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Peralatan 
Pemancar 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 5 

Peralatan 
Komunikasi 
Navigasi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

 >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 9 

Alat Kedokteran dan Kesehatan   

Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Kesehatan 
Umum 

Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 
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  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat laboratorium     

Unit Alat 
laboratorium 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 4 

Unit Alat 
laboratorium Kimia 
Nuklir 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

Alat Laboratorium 
Fisika 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

Alat Proteksi 
radiasi / Proteksi 
Lingkungan 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

 >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

Radiation 
Application & Non 
Destructive  Testing 
laboratory 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

 >25% s.d 50% 4 

 >50% s.d 75% 5 

 >75% s.d.100% 5 

    

Alat laboratorium 
Lingkungan Hidup 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

 >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

Peralatan 
Laboratorium 
Hidrodinamica 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

 >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

Alat laboratorium 
Standarisasi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

 >25% s.d 50% 4 



28 

 

Kalibrasi & 
Instrumentasi 

 >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

Alat Persenjataan     

Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

Persenjataan Non 
Senjata Api 

Renovasi >0% s.d. 25% 0 

 >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 0 

  >75% s.d.100% 2 

Alat Khusus 
Kepolisian 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

Komputer    

Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

Peralatan 
Komputer 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

Alat Eksplorasi    

Alat Eksplorasi 
Topografi 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Eksplorasi 
Geofisika 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 
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  >75% s.d.100% 5 

Alat Pengeboran    

Alat Pengeboran 
Mesin 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

Alat Pengeboran 
Non Mesin 

Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian  

Sumur Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

Produksi Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

Pengolahan dan  
Pemurnian 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

 >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

Alat Bantu 
Explorasi 

   

Alat Bantu 
Explorasi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

Alat Bantu 
Produksi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

Alat keselamatan 
Kerja 

   



30 

 

Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

Alat Pelindung Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

Bangunan Gedung 
Tempat Kerja 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

 >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

Monumen     

Candi/ Tugu 
Peringatan/Prasast
i 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

Bangunan Menara     

Bangunan Menara  
Perambuan 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

 >30% s.d 45% 10 

 >45% s.d 65% 15 

Tugu Titik Kontrol / Prasasti   

Tugu / Tanda 
batas 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

Jalan dan 
Jembatan  

   

Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 60% 5 

  >60% s.d 100% 10 

Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

Bangunan Air    

Bangunan Air 
Irigasi 

Renovasi >0% s.d. 5% 2 

  >5% s.d 10% 5 

  >10% s.d 20% 10 

Bangunan Renovasi >0% s.d. 5% 2 
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Pengairan Pasang 
Surut 

 >5% s.d 10% 5 

 >10% s.d 20% 10 

Bangunan 
Pengembangan 
Rawa dan Polder 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

 >5% s.d 10% 3 

 >10% s.d 20% 5 

Bangunan 
Pengaman 
Sungai/Pantai dan 
Penanggulangan 
Bencana alam 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

 >5% s.d 10% 2 

 >10% s.d 20% 3 

Jaringan    

Jaringan air 
Minum 

Overhaul >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 5 

  >45% s.d 65% 10 

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

Alat Musik 
Modern/Band 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

ASET TETAP DALAM 
RENOVASI 

  

Peralatan dan 
Mesin dalam 
renovasi 

Overhaul >0% s.d. 100% 2 

Gedung dan 
bangunan dalam 
Renovasi 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

 >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 
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Jaringan Irigasi 
dan Jaringan 
dalam Renovasi 

Renovasi/ 
Overhaul 

>0% s.d. 100% 5 

 

c. Pertukaran 

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui 
pertukaran seluruh aset atau sebagian aset               
yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar            
yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut 
diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas          
dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara 
kas lainnya yang ditransfer/dikeluarkan. 

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar 
yang sama dengan aset yang dilepas namun 
demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset 
yang diterima bahwa aset tersebut masih harus 
dilakukan perbaikan untuk membawa aset           
dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan 
maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar 
nilai aset yang dilepas dan disesuaikan              
dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan         
untuk perbaikan aset tersebut. 

Suatu aset tetap juga dapat diperoleh melalui 
pertukaran atas suatu aset yang serupa           
yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki 
nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut 
tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui 
dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh 
dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas. 

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui 
apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah 
dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut 
dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap 
dituangkan dalam BAST. Berdasarkan BAST 
tersebut, pengelola barang menerbitkan Surat 
Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset            
yang diserahkan dan mengeliminasi aset tersebut 
dari neraca maupun dari Daftar Aset Tetap untuk 
kemudian membukukan aset tetap pengganti. 
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d. Penyusutan 

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode 
diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap 
dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan 

operasional. Selain tanah dan KDP, seluruh aset 
tetap disusutkan sesuai dengan sifat                        
dan karakteristik aset tersebut. 

Aset tetap lainnya berupa hewan dan tanaman 
tidak dilakukan penyusutan secara periodik, 
melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset 
tetap lainnya tersebut ketika tidak dapat digunakan 
atau mati. Untuk penyusutan Aset Tetap Renovasi 
dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana 

yang lebih pendek (whichever is shorter) antara 
masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa. 

Aset tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset 
Lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau aset idle,  
maka disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. 

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 
dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan 
kepada Pengelola Barang penghapusannya dan aset 
tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang 
yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang 
penghapusannya, tidak disusutkan. Apabila 
dikemudian hari ditemukan kembali, maka 
terhadap aset tetap tersebut direklasifikasikan dari 
aset lainnya ke akun aset tetap dan disusutkan 
kembali sebagaimana layaknya aset tetap. 

Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat 
penambahan atau pengurangan kualitas    
dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan         
atau pengurangan tersebut diperhitungkan            
dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan 
atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset 
tetap meliputi penambahan dan pengurangan        
yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur           
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 
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Dalam hal terjadi perubahan niali aset tetap sebagai 
akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan 
kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui 
dikemudian hari maka penyusutan aset tetap 
tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian 
sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian             
atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai 
akumulasi penyusutan. 

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan 
untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. 
Nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir 
masa manfaatnya.  

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai 
buku tahunan dan untuk penyusutan pertama kali 
didasarkan pada nilai buku akhir tahun 
pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan 
tanpa memperhatikan tanggal perolehan aset tetap 
yang bersangkutan. 

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan 
pemerintah daerah untuk mengalokasikan nilai aset 
yang dapat didepresiasikan (depreciable amount) 
secara sistematis sepanjang umur ekonomis adalah 
Metode Garis Lurus (Straight Line Method) dengan 
rumus: 

          Nilai yang Dapat Disusutkan 
      Penyusutan per Periode = ---------------------------------------- 
                                                                   Masa Manfaat 

 

Perkiraan untuk masa manfaat setiap jenis aset tetap 
adalah sebagai berikut:  
 

KODEFIKASI URAIAN 
MASA 

MANFAAT 
(TAHUN) 

1 3 2 01   ALAT BESAR 
  

1 3 2 01 01 ALAT BESAR DARAT 
10 
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1 3 2 01 02 ALAT BESAR APUNG 
8 

1 3 2 01 03 ALAT BANTU 
7 

1 3 2 02   ALAT ANGKUTAN 
  

1 3 2 02 01 
ALAT ANGKUTAN DARAT 
BERMOTOR 

7 

1 3 2 02 02 
ALAT ANGKUTAN DARAT 
TAK BERMOTOR 

2 

1 3 2 02 03 
ALAT ANGKUTAN APUNG 
BERMOTOR 

10 

1 3 2 02 04 
ALAT ANGKUTAN APUNG 
TAK BERMOTOR 

3 

1 3 2 02 05 
ALAT ANGKUTAN 
BERMOTOR UDARA 

20 

1 3 2 03   
ALAT BENGKEL DAN ALAT 
UKUR 

  

1 3 2 03 01 
ALAT BENGKEL 
BERMESIN 

10 

1 3 2 03 02 
ALAT BENGKEL TAK 
BERMESIN 

5 

1 3 2 03 03 ALAT UKUR 
5 

1 3 2 04   ALAT PERTANIAN 
  

1 3 2 04 01 ALAT PENGOLAHAN 
4 

1 3 2 05   
ALAT KANTOR DAN 
RUMAH TANGGA  

  

1 3 2 05 01 ALAT KANTOR 
5 

1 3 2 05 02 ALAT RUMAH TANGGA 
5 

1 3 2 05 03 
MEJA DAN KURSI 
KERJA/RAPAT PEJABAT 

5 

1 3 2 06   
ALAT STUDIO, 
KOMUNIKASI DAN 
PEMANCAR 

  

1 3 2 06 01 ALAT STUDIO 
5 

1 3 2 06 02 ALAT KOMUNIKASI 
5 
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1 3 2 06 03 PERALATAN PEMANCAR 
10 

1 3 2 06 04 
PERALATAN KOMUNIKASI 
NAVIGASI  

5 

1 3 2 07   
ALAT KEDOKTERAN DAN 
KESEHATAN 

  

1 3 2 07 01 ALAT KEDOKTERAN 
5 

1 3 2 07 02 ALAT KESEHATAN UMUM 
5 

1 3 2 08   ALAT LABORATORIUM 
  

1 3 2 08 01 
UNIT ALAT 
LABORATORIUM 

8 

1 3 2 08 02 
UNIT ALAT 
LABORATORIUM KIMIA 
NUKLIR 

8 

1 3 2 08 03 
ALAT PERAGA PRAKTEK 
SEKOLAH 

10 

1 3 2 08 04 
ALAT LABORATORIUM 
FISIKA 
NUKLIR/ELEKTRONIKA 

15 

1 3 2 08 05 
ALAT PROTEKSI 
RADIASI/PROTEKSI 
LINGKUNGAN 

10 

1 3 2 08 06 

RADIATION APPLICATION 
AND NON DESTRUCTIVE 
TESTING LABORATORY 
LAINNYA  

10 

1 3 2 08 07 
ALAT LABORATORIUM 
LINGKUNGAN HIDUP 

7 

1 3 2 08 08 
PERALATAN 
LABORATORIUM 
HYDRODINAMICA  

15 

1 3 2 08 09 
ALAT LABORATORIUM 
STANDARISASI KALIBRASI 
DAN INSTRUMENTASI   

7 

1 3 2 09   ALAT PERSENJATAAN   

1 3 2 09 01 SENJATA API  10 

1 3 2 09 02 
PERSENJATAAN NON 
SENJATA API  5 
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1 3 2 09 03 SENJATA SINAR  
3 

1 3 2 09 04 
ALAT KHUSUS 
KEPOLISIAN 

5 

1 3 2 10   KOMPUTER 
  

1 3 2 10 01 KOMPUTER UNIT 
4 

1 3 2 10 02 PERALATAN KOMPUTER 
4 

1 3 2 11   ALAT EKSPLORASI 
  

1 3 2 11 01 
ALAT EKSPLORASI 
TOPOGRAFI 

7 

1 3 2 11 02 
ALAT EKSPLORASI 
GEOFISIKA 

7 

1 3 2 12   ALAT PENGEBORAN 
  

1 3 2 12 01 
ALAT PENGEBORAN 
MESIN 

7 

1 3 2 12 02 
ALAT PENGEBORAN NON 
MESIN 

7 

1 3 2 13   
ALAT PRODUKSI, 
PENGOLAHAN DAN 
PEMURNIAN 

  

1 3 2 13 01 SUMUR 
7 

1 3 2 13 02 PRODUKSI 
7 

1 3 2 13 03 
PENGOLAHAN DAN 
PEMURNIAN 

7 

1 3 2 14   ALAT BANTU EKSPLORASI 
  

1 3 2 14 01 ALAT BANTU EKSPLORASI 
7 

1 3 2 14 02 ALAT BANTU PRODUKSI 
7 

1 3 2 15   
ALAT KESELAMATAN 
KERJA 

  

1 3 2 15 01 ALAT DETEKSI 
5 

1 3 2 15 02 ALAT PELINDUNG 
5 
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1 3 2 15 03 ALAT SAR 
5 

1 3 2 15 04 
ALAT KERJA 
PENERBANGAN 

5 

1 3 2 16   ALAT PERAGA 
  

1 3 2 16 01 
ALAT PERAGA PELATIHAN 
DAN PERCONTOHAN 

4 

1 3 2 17   
PERALATAN 
PROSES/PRODUKSI 

  

1 3 2 17 01 
UNIT PERALATAN 
PROSES/PRODUKSI 

5 

1 3 2 18   RAMBU - RAMBU 
  

1 3 2 18 01 
RAMBU-RAMBU LALU 
LINTAS DARAT 

5 

1 3 2 18 02 
RAMBU-RAMBU LALU 
LINTAS UDARA 

5 

1 3 2 18 03 
RAMBU-RAMBU LALU 
LINTAS LAUT 

5 

1 3 2 19   PERALATAN OLAH RAGA 
  

1 3 2 19 01 PERALATAN OLAH RAGA 
5 

1 3 3 01   BANGUNAN GEDUNG 
  

1 3 3 01 01 
BANGUNAN GEDUNG 
TEMPAT KERJA 

50 

1 3 3 01 02 
BANGUNAN GEDUNG 
TEMPAT TINGGAL 

50 

1 3 3 02   MONUMEN 
  

1 3 3 02 01 
CANDI/TUGU 
PERINGATAN/PRASASTI 

50 

1 3 3 03   BANGUNAN MENARA 
  

1 3 3 03 01 
BANGUNAN MENARA 
PERAMBUAN 

40 

1 3 3 04   
TUGU TITIK 
KONTROL/PASTI 

  

1 3 3 04 01 TUGU/TANDA BATAS 
50 
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1 3 4 01   JALAN DAN JEMBATAN 
  

1 3 4 01 01 JALAN 
10 

1 3 4 01 02 JEMBATAN 
50 

1 3 4 02   BANGUNAN AIR 
  

1 3 4 02 01 BANGUNAN AIR IRIGASI 
50 

1 3 4 02 02 
BANGUNAN PENGAIRAN 
PASANG SURUT 

50 

1 3 4 02 03 
BANGUNAN 
PENGEMBANGAN RAWA 
DAN POLDER 

25 

1 3 4 02 04 

BANGUNAN PENGAMAN 
SUNGAI/PANTAI & 
PENANGGULANGAN 
BENCANA ALAM 

10 

1 3 4 02 05 

BANGUNAN 
PENGEMBANGAN 
SUMBER AIR DAN AIR 
TANAH 

30 

1 3 4 02 06 
BANGUNAN AIR 
BERSIH/AIR BAKU 

40 

1 3 4 02 07 BANGUNAN AIR KOTOR 
40 

1 3 4 03   INSTALASI 
  

1 3 4 03 01 
INSTALASI AIR BERSIH / 
AIR BAKU 

30 

1 3 4 03 02 INSTALASI AIR KOTOR 
30 

1 3 4 03 03 
INSTALASI PENGOLAHAN 
SAMPAH 

10 

1 3 4 03 04 
INSTALASI PENGOLAHAN 
BAHAN BANGUNAN 

10 

1 3 4 03 05 
INSTALASI PEMBANGKIT 
LISTRIK 

40 

1 3 4 03 06 
INSTALASI GARDU 
LISTRIK 

40 

1 3 4 03 07 INSTALASI PERTAHANAN 
30 
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1 3 4 03 08 INSTALASI GAS 
30 

1 3 4 03 09 INSTALASI PENGAMAN 
20 

1 3 4 03 10 INSTALASI LAIN 
  

1 3 4 04   JARINGAN 
  

1 3 4 04 01 JARINGAN AIR MINUM 
30 

1 3 4 04 02 JARINGAN LISTRIK 
40 

1 3 4 04 03 JARINGAN TELEPON 
20 

1 3 4 04 04 JARINGAN GAS 
30 

1 3 5 01   BAHAN PERPUSTAKAAN 
  

1 3 5 01 01 
BAHAN PERPUSTAKAAN 
TERCETAK 

4 

1 3 5 01 02 
BAHAN PERPUSTAKAAN 
TEREKAM DAN BENTUK 
MIKRO 

4 

1 3 5 01 03 
KARTOGRAFI, NASKAH 
DAN LUKISAN 

4 

1 3 5 01 04 MUSIK  
4 

1 3 5 01 05 
KARYA GRAFIKA 
(GRAPHIC MATERIAL) 

4 

1 3 5 01 06 
THREE DIMENSIONAL 
ARTEFACS AND REALITA 

4 

 

Penambahan masa manfaat 

Akumulasi sisa manfaat  dan  penambahan  
masa manfaat sebagai dampak                              
atas pengembangan  nilai   aset   yang   
menambah   umur ekonomis, tidak boleh 
melebihi masa manfaat maksimal aset tetap 
tersebut. 
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e. Aset Bersejarah 

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, 
namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan dengan merinci  nama barang, jenis 
barang,  jumlah unit koleksi yang dimiliki , kondisi 
dan lokasi aset yang dimaksud tanpa menyajikan 
nilai perolehan. 

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, 
rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan 
operasional sebagai beban tahun terjadinya 
pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk 
seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan 
aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi 
yang ada pada periode berjalan. 

f. Penghentian dan Pelepasan 

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika 
dilepaskan atau bila aset secara permanen 
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat 
ekonomi masa yang akan datang. 

Aset tetap yang secara permanen dihentikan          
atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca                  
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif 
pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset 
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya 
sesuai dengan nilai tercatatnya. 

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan 
akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual 
atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya 
transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap habis 
disusutkan, maka selisih antara harga jual atau 
harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap 
terkait diperlakukan sebagai pendapatn/beban dari 
kegiatan non operasional pada LO. Penerimaan kas 
akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan 
LRA. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan 
sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas 
investasi pada Laporan Arus Kas. 
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g. Aset Tetap yang Berasal dari Hibah/Donasi 

Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi diakui 
pada saat diterima oleh pemerintah daerah               

dan diukur sebesar nilai wajar pada saat 
perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan 
bertambah dan disisi lain mengakui hibah/donasi 
tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.  

5. Penyajian dan Pengungkapan 

Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan 
aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan    
dan disajikan dalam neraca sebagai kelompok tersendiri, 
yaitu: 

 
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR 

NERACA 
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0 

No. Uraian 20X1 20X0 

1 ASET   

2 ...................................................   

3 Aset Tetap   

4 Tanah   

5 Peralatan dan Mesin   

6 Gedung dan Bangunan   

7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan   

8 Aset Tetap Lainnya   

9 Kosntruksi dalam Pengerjaan   

10 Akumulasi Penyusutan   

11      Jumlah Aset Tetap (4 s.d 10)   

    

12 Investasi Jangka Panjang   
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Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk 
masing-masing aset tetap sebagai berikut: 

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk  
menentukan nilai tercatat (carrying amount); 

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir  
periode yang menunjukkan: 

1) penambahan; 

2) pelepasan; 

3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, 
jika ada; dan 

4) mutasi aset tetap lainnya; 

c. Informasi penyusutan, meliputi: 

1) nilai penyusutan; 

2) metode penyusutan yang digunakan; 

3) masa manfaat atau tarif penyusutan                    
yang digunakan; dan 

4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan 
pada awal dan akhir periode; 

d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset 
tetap; 

2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi            
yang berkaitan dengan aset tetap; 

3) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap          
dalam konstruksi; dan 

4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap; 

e. Informasi mengenai nilai pertukaran aset tetap      
(jika ada), meliputi : 

1) pihak yang melakukan pertukaran aset tetap; 

2) jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya; 
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3) jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; 
dan 

4) jumlan hibah selisih lebih dari pertukaran aset 
tetap; 

f. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci,   
antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset 
dimaksud. 
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